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PENUTUP

A. Kesimpulan

Klausula nonkompetisi menjadi instrumen penting dalam menjaga
rahasia dagang, keunggulan kompetitif, dan melindungi aset intelektual
perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula nonkompetisi
tidak dapat diterapkan untuk setiap jenis perusahaan. Klausula ini hanya
relevan bagi perusahaan yang memiliki rahasia dagang dan kompetitor, serta
memerlukan periode waktu tertentu agar pekerja melupakan atau tidak dapat
langsung memanfaatkan sistem dan informasi rahasia yang diperolehnya
selama bekerja.

Aspek yuridis menunjukkan bahwa klausula nonkompetisi harus
memperhatikan keadilan, kelayakan, dan perlindungan hak pekerja agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini menegaskan penerapan klausula nonkompetisi harus proporsional
dan diimbangi dengan penghormatan terhadap hak pekerja.

Mekanisme pengawasan yang ideal juga diperlukan untuk
memastikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja.
Mengingat klausula ini merupakan bagian dari perjanjian kerja,
pengawasannya menjadi tanggung jawab dinas tenaga kerja melalui
pegawai pengawas ketenagakerjaan. Mekanisme yang ideal dalam hal ini

adalah penerapan sistem pengawasan aktif yang mewajibkan setiap
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perusahaan melaporkan perjanjian kerja kepada dinas tenaga kerja.

Selanjutnya, dinas tenaga kerja melakukan peninjauan untuk memastikan

klausula nonkompetisi yang diterapkan tidak bertentangan dengan keadilan,

kelayakan, dan perlindungan hak pekerja sebelum perjanjian diberlakukan.

B. Saran

1.

Saran bagi perusahaan diharapkan menerapkan klausula nonkompetisi
secara proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara
perlindungan rahasia dagang dan hak pekerja. Dalam menyusun
perjanjian kerja, perusahaan perlu memastikan bahwa penerapan
klausula nonkompetisi tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama dan
sanksi yang sangat memberatkan bagi pekerja. Selain itu, perusahaan
sebaiknya melakukan konsultasi dengan dinas tenaga kerja untuk
memastikan bahwa klausula nonkompetisi yang diterapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip
keadilan dan kelayakan.

Saran bagi pekerja diharapkan lebih memahami implikasi hukum dari
klausula nonkompetisi sebelum menyepakati perjanjian kerja. Oleh
karena itu, pekerja sebaiknya membaca dengan cermat setiap ketentuan
yang tercantum dalam perjanjian kerja dan meminta penjelasan lebih
lanjut kepada pihak perusahaan jika terdapat klausula yang berpotensi
merugikan. Jika diperlukan, pekerja dapat berkonsultasi dengan ahli
hukum atau serikat pekerja untuk memastikan hak-hak pekerja tetap

terlindungi.
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Saran bagi pemerintah dan dinas tenaga kerja diharapkan dapat
menyusun pengaturan yang lebih jelas mengenai klausula nonkompetisi
untuk memberikan kepastian hukum, menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif, serta mendorong standar
perlindungan rahasia dagang yang tetap menghormati hak-hak pekerja.
Dinas tenaga kerja juga perlu lebih proaktif dalam melakukan
pengawasan terhadap penerapan klausula nonkompetisi dalam
perjanjian kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan
mekanisme pengawasan aktif, yaitu setiap perusahaan diwajibkan
untuk menyerahkan perjanjian kerja untuk dilakukan peninjauan

sebelum diterapkan kepada pekerja.
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